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Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan 
asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan 
anggaran dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. populasi dalam 
penelitian ini 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah selama periode 2014-2016. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 
dari dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Laporan realisasi 
anggaran. Metode analitik menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan 
dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal; sisa lebih pembiayaan 
anggaran dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 
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The purpose of this study is to understand the influence of region original 
revenue, general fund allocation, specific fund allocation, remaining budget 
financing, and economic growth to capital expenditure.The population in this 
study were 35 regencies and cities in Central Java for periods of 2014-2016 and . 
The data used in this research is secondary data obtained from the document of 
Badan Pusat Statistik of Central Java Province and the budget realization report. 
The analytical method used multiple linear regression analysis. The results of 
study indicate that regional original revenue, general fund allocation and specific 
fund allocation influence capital expenditure; the remaining budget financing and 
economic growth have no effect on capital expenditure. 
  
Keywords: capital expenditure, region original revenue, general fund allocation, 




Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam 
anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud 
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dari amanah yang diemban pemerintah dan menjadi faktor utama dalam 
mengevaluasi kinerja masing-masing satuan perangkat daerah. Hal ini dipertegas 
dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 19 (1) 
dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan 
membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan 
kinerja dengan anggaran Tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana 
yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Demikian pula dalam undang-undang 
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 
tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara 
luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan 
dan prioritasnya masing-masing, termasuk dalam hal penyusunan dan 
pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang 
efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan 
pelayanan umum kepada masyarakat (Tuasikal, 2008).Karena setiap daerah 
memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendanai setiap kegiatan yang ada di 
daerahnya, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah 
dengan daerah yang lain. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya dengan 
mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.  
Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja 
modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset 
tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta 
infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana 
prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan 
masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga 
tingkat produktivitas akan semakin meningkat (Putu, Dwirandra,2014).  
Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang dana 
perimbangan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Penerimaan PAD yang semakin 
meningkat diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah 
daerah.  Pemerintah dalam mengalokasikan Belanja Modal harus benar-benar 
memperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan 
mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk 
pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah 
tangga daerahnya. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat “block 
grant”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan 
DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah (Abdul Halim, 
hal:127). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah 
yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-
Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan 
potensi daerah. Dana Alokasi Umum diberikan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dan 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Selain untuk memenuhi 
belanja operasional daerah, dana alokasi umum juga digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, 
selanjutnya disebut Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN 
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 
prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai 
kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional 
(Abdul Halim, hal:127). 
Dalam pemanfaatan dana alokasi khusus pemerintah mengarahkan pada 
kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana 
fisik. Tentunya demi meningkatkan dan menunjang pelayanan publik yang lebih 
baik lagi. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat 
mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan 
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menambah asset tepat yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan 
publik (Nugroho ,2010:4 dalam Andreas,2013). 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah 
daerah. Menurut Putro (2010) dalam Putu, Dwirandra, (2014) menyatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana 
hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin 
bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi 
daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB). Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti 
infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. 
Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. 
Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka 
pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan 
melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 
Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan 
berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006,SILPA 
merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran 
anggaran daerah selama satu periode. Dengan adanya SILPA maka pemerindah 
daerah dapat mengalokasikan dana tersebut ke Belanja Modal guna untuk 
meningkatkan kualitas masyarakatnya.  
Berdasarkan alasan yang telah dijabarkan adanya ketidak konsistenan 
hasil, wilayah yang berbeda dan tahun yang berbeda maka peneliti tertarik untuk 
meneliti kembali dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umu, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pertumbuhan 
Ekonomi terhadap Belanja Modal”. penelitian ini mengacu pada penelitian Askam 
Tuasikal (2008) dengan menambahkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan 
perbedaan cakupan wilayah dan periode amatan penelitian, dalam penelitian 
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sebelumnya meneliti daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2005, dan 
penelitian ini meneliti kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2014-2016. 
 
2. METODE  
2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 
Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Tengah dengan periode pengamatan tahun 2015-2017. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling, purposive sampling adalah 
sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan 
sampel yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:  
2.1.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan laporan 
PDRB secara berturut-turut antara tahun 2013-2016. 
2.1.2 Kabupaten/kota yang mengeluarkan laporan dengan sumber yang sama. 
2.1.3 Kabupaten/kota yang mengeluarkan data lengkap terkait variabel 
penelitian. 
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah ringkasan LRA 
dan LKPD antara tahun 2014-2016 yang diakses melalui website 
www.djkd.kemenkeu.go.id dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
tahun 2013-2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 
Tengah yang dapat diakses melalui website www.bps.jateng.go.id. 
2.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
2.2.1 Variabel Dependen 
Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi akibat 
adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena dipengaruhi oleh 
variabel independen. Variabel terikat yang digunakan penelitian ini Belanja 
Modal. data yang digunakan adalah Belanja Modal  yang terdapat dalam APBD 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja 
Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan 




2.2.1  Variabel Independen 
2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang dana 
perimbangan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan Asli Daerah 
merupakan sumber penerimaan Pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu 
sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 
2.2.1.2 Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN .DAU 
bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang 
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah 
melalui penerapanformula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi 
daerah. Jumlah dana alokasi diukur dalam satuan miliar rupiah melalui besarnya 
DAU yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada tahun anggaran. 
2.2.1.3 Dana Alokasi Khusus  
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan proritas 
nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 
pelayanan dasar masyarakat. 
2.2.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, 
SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta 
pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. 
2.2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi 
dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985). Satu-
satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk 
Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan 
pada suatu negara atau nasional. Produk Domestik Regional Bruto untuk 
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mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasil kan pada suatu daerah atau 
lokal. Berdasarkan pengertian tersebut,peneliti menggunakan Produk Domestik 
Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. 
2.3 Metode Analisis Data 
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear 
berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
BM : α + β1PAD + β2DAU + β3DAK + β4SILPA + β5PE + ε                   (1) 
Keterangan :  
BM   : Belanja Modal 
α  : Kontansta 
β1- β5  : Koefisien dari tiap variabel 
PAD  : Pendapatan Asli Daerah 
DAU  : Dana Alokasi Umum 
DAK  : Dana Alokasi Khusus 
SILPA  : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
PE  : Pertumbuhan Ekonomi 
ε  : Error term, yaitu tinkat kesalahan penduga dalam penelitian.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Normalitas 
Table 1. Hasil Uji Normalitas 
Keterangan Unstandardized Residual  
Kolmogorov-SmirnovZ 1,339 
Asymp. Sig. (2-tailed)  0,055 
Sumber: Hasil Analisis Data 2019 
 Berdasarkan uji normalitas diatas, didapatkan bahwa Asymp Sig 
menunjukkan hasil sebesar 0,055 atau 5,5% hal ini menunjukkan bahwa data telah 




3.1.2 Uji Mulltikolinearitas 




Variabel Tolerance VIF Keterangan 
(Constant) 
   Pendapatan Asli Daerah 0,622 1,607 Tidak terjadi Multikolinearitas 
Dana Alokasi Umum 0,541 1,848 Tidak terjadi Multikolinearitas 
Dana Alokasi Khusus 0,622 1,607 Tidak terjadi Multikolinearitas 
SILPA 0,560 1,785 Tidak terjadi Multikolinearitas 
Pertumbuhan Ekonomi 0,972 1,028 Tidak terjadi Multikolinearitas 
Sumber: Hasil Analisis Data 2019 
  Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa tidak 
terdapat satu variable independen yang memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 
10 dan nilai tolerance yang memiliki nilai diatas 0,01, hal ini berarti bahwa model 
regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi antara variable independen 
sehingga kesimpulannya adanya model terbebas dari multikolinearitas. 
3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
Table 3. Hasil Uji Heterokedastisitas 
Variabel Kriteria Sig Keterangan 
Pendapatan Asli Daerah >0,05 0,218 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 
Dana Alokasi Umum >0,05 0,959 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 
Dana Alokasi Khusus >0,05 0,973 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 
Dana Bagi Hasil >0,05 0,603 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 
Belanja Modal >0,05 0,428 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 
Sumber: Hasil Analisis Data 2019 
   Berdasarkan pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua 
variable independen memiliki nilai diatas 0,05 atau 5%, berarti bahwa model 
regresi terbebas dari ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan 





3.1.4 Uji Autokorelasi 
Tabel 4. Uji Autokorelasi 
Keterangan Durbin Watson Kesimpulan 
Belanja Modal 2,004 Terjadi Autokolerasi 
Sumber: Hasil Analisis Data 
2019 
  Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai DW 2,004 berarti angka DW tidak 
ada diantara angka -2 sampai +2 berarti model regresi menunjukkan  bahwa 
terjadi masalah autokorelasi, kemudian diobati dengan menggunakan run test. 
Adapun hasil dari run test ditunjukkan dalam tabel 7. 
Tabel 5 Uji Run Test 
 Unstandardized Residual 
Test Valuea -15239491183.09365 
Cases < Test Value  45 
Cases >= Test Value  45 
Total Cases  90 
Number of Runs  44 
Z  -.424 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .672 
Sumber: Hasil Analisis Data 2019 
Dari hasil Run Test yang terdapat pada tabel  7 di atas menunjukkan 
bahwa Nilai Test ada -15239491183.09365 dengan tingkat signifikansi 0,672 
lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi.   
3.2 Hasil Pengujian Hipotesis 
3.2.1 Analisis Regresi  Linear Berganda 
Tabel 6. Uji Hipotesis 
Variabel Coefficients T Sig. Keterangan 
(Constant) -3163528819,095 
   Pendapatan Asli Daerah 0,486 7,072 0,000 H1 Diterima 
Dana Alokasi Umum 0,144 2,327 0,022 H2 Diterima 
Dana Alokasi Khusus 0,457 3,622 0,000 H3 Diterima 
SILPA -0,022 -,224 0,823 H4 Ditolak 







 Adjusted R2 
  
 0,633 
 Sig.    0,000  
Sumber: Hasil Analisis data 2019 
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Hasil pengujian diatas menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai 
berikut: 
BM = -3163528819,095 + 0,486PAD + 0,144DAU + 0,457DAK -0,022SILPA + 
62090135712,807PE + e                   
 (2) 
a. Koefisien regresi pendapatan asli daerah menunjukkan nilai positif sebesar 
0,486 berarti jika semakin tinggi pendapatan asli daerah maka maka maka 
belanja modal akan semakin tinggi. 
b. Koefisen regresi dana alokasi umum menunjukkan nilai positif sebesar 0,144 
berarti jika semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja modal akan 
semakin tinggi. 
c. Koefisien regresi dana alokasi khusus menunjukkan nilai positif 0,457 berarti 
jika semakin tinggi jumlah dana alokasi khusus maka maka belanja modal 
akan semakin tinggi. 
d. Koefisien regresi SILPA menunjukkan nilai negative 0,022 berarti jika 
semakin tinggi dana bagi hasil maka maka belanja modal akan semakin 
rendah. 
e. Koefisen regresi pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai positif 
62090135712,807 berarti jika semakin besar pertumbuhan ekonomi maka 
belanja modal akan semakin tinggi. 
3.2.2 Uji F 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model telah fit atau tidak. Hasil dari uji F tersaji dalam tabel 
IV.6 menyebutkan bahwa nilai F hitung memiliki nilai sebesar 31,758 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,000, dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli 
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, SILPA, dan pertumbuhan 
ekonomi telah menunjukkan fit model. 
3.2.3 Uji Koefisien Determinasi 
Nilai Koefisien determinan pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
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Koefisien determinasi (Adjusted R²) dalam tabel IV.6 menunjukkan nilai sebesar 
0,633. Hal ini berarti bahwa variabel belanja modal dapat dipengaruhi oleh 
variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, SILPA, 
dan pertumbuhan ekonomi sebesar 63,3% kemudian sisanya 36,7% dipengaruhi 
oleh variabel lain di luar model. 
3.2.4 Uji t 
Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian tentang seberapa jauh 
pengaruh setiap variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. 
Kriteria yang ditetapkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 
dapat diterima. Berdasarkan tabel IV.6 didapatkan hasil sebagai berikut: 
a. Nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai 0,000 
yang berarti pendapatan asli daerah berpengaruh  terhadap belanja modal 
karena nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,000 yang 
dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi 
sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulka bahwa H1 diterima. 
b. Nilai signifikansi variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai 0,022 yang 
berarti dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai 
signifikansi variabel dana alokasi umum sebesar 0,022 yang dinyatakan lebih 
kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. 
c. Nilai signifikansi variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai 0,000 yang 
berarti dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai 
signifikansi variabel dana alokasi khusus  sebesar 0,000 yang dinyatakan 
lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,005 
sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. 
d. Nilai signifikansi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan nilai 
0,823 yang berarti sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh 
terhadap belanja modal karena nilai signifikansi variabel sisa lebih 
pembiayaan anggaran sebesar 0,823 dinyatakan lebih besar dari kriteria yang 
ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa H4 ditolak. 
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e. Nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai 0,911 
yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal 
karena nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,911 
dinyatakan lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi 
sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak. 
3.3 Pembahasan  
3.3.1 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal 
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat 
signifikansi PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diartikan 
bahwa tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah tersebut 
dapat mengelola pendapatannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah 
yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sehingga berdampak pada 
peningkatan belanja modal. Tinggi rendahnya belanja modal akan dipengaruhi 
oleh penerimaan PAD suatu daerah, karena daerah dengan potensi PAD yang 
tinggi dapat memberikan sumbangan yang besar dalam alokasi belanja modal.  
Dengan meningkatnya PAD dapat memberikan keleluasaan kepada daerah 
tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi 
dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan 
infrastruktur. Sehingga mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) 
publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan. Hasil dari 
analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta mendukung 
penelitian Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah (2013); Askam Tuasikal (2008) 
dan Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarthi dan Ni Luh Supadmi (2014) yang 
menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan 
asli daerah dengan belanja modal.  
 
3.3.2 Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap 
Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel  
DAU  terhadap Belanja Modal sebesar 0,022  lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat 
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diartikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran daerah atas belanja 
modal pun akan semakin tinggi. Dan juga berarti adanya fleksibilitas dalam 
penggunaan DAU, pemerintah daerah dapat leluasa dalam menggunakan dana ini 
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah daerah, pemerintah daerah 
dapat mengunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastuktur (realisasi belanja 
modal). Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, 
serta mendukung penelitian Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian 
Askam Tuasikal (2008); Desak dan Dewa Gede (2018) dan Erdy Adyatama dan 
Rachmawati (2015) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh 
positif terhadap Belanja Modal. 
3.3.3 Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal 
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap 
belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi DAK sebesar 
0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat diartikan bahwa Pemanfaatan DAK 
diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, serta 
pebaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, 
termasuk pengadaan sarana penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. 
maka dari itu dengan adanya Dana Alokasi Khusus akan membuat pemerintah 
daerah lebih meningkatkan Belanja Modal di daerahnya. Hasil dari analisis 
penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta pernyataan tersebut 
didukung dengan penelitian Andreas Marzel Palealu (2013), Askam Tuasikal 
(2008) dan Desak Made Mya Yudia Sari dan Dewa Gede Wirama (2018) yang 
menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.  
3.3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja 
Modal 
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa SILPA tidak berpengaruh 
terhadap belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0,823 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat 
disebabkan oleh beberapa hal,  diantaranya sisa lebih pembiayaan anggaran 
digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih 
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kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas 
beban belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang atau jasa), dan mendanai 
kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hasil 
dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta pernyataan 
tersebut didukung dengan penelitian Rita Devi Setiyani (2015), Arif Purnama 
(2014) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
3.3.5 Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat 
signifikansi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,911 lebih besar dari 0,05. Ini dapat 
disebabkan oleh beberapa hal,  diantaranya yaitu menunjukkan kalau 
pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam 
penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi 
misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga 
mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan 
kondisi makro ekonomi daerah.Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan 
hipotesis yang diajukan, serta pernyataan tersebut didukung dengan penelitian dari 
I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B. Dwirandra (2014), dan Ni Putu 
Dwi Eka Rini Sugiarthi dan Ni Luh Supadmi (2004) yang menyatakan bahwa 




Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
4.1.1 Variable pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, hasil 
ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000<0,05, sehingga H1 diterima.  
4.1.2 Variable dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, hasil ini 
dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,022<0,05, sehingga H2 diterima.  
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4.1.3 Variable dana alokasi khusus  berpengaruh terhadap belanja modal, hasil 
ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000<0,05, sehingga H3 diterima.  
4.1.4 Variable sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap 
belanja modal, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,823>0,05, 
sehingga H4 ditolak.  
4.1.5 Variable pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, 
hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,911>0,05, sehingga H5 
ditolak. 
4.2 Keterbatasan  
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 
4.2.1 Periode penelitian ini hanya terbatas pada tahun 2014 sampai 2016, 
sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan 
penelitian sebelumnya. 
4.2.2 Penelitian ini hanya berada di Jawa Tengah saja, sehingga hasil dari 
penelitian tersebut kurang maksimal.  
4.2.3 Dalam penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa 
lebih pembiayaan anggaran, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga terdapat 
kemungkinan variabel-variabel lain yang lebih signifikan terhadap belanja 
modal.  
4.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan penulis 
dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
4.3.1 Pada masa yang akan datang pemerintah pusat diharapkan dapat 
meningkatkan porsi DAK kepada daerah dengan lebih memperhatikan 
daerah-daerah yang berdasarkan Kriteria Teknis, karena menurut saya 
masih ada beberapa daerah yang memerlukan dukungan dana untuk 
pembangunan sarana dan prasarana. 
4.3.2 Melihat pengaruh PAD yang signifikan, diharapkan pemerintah daerah 
dapat menggali potensi sumber penerimaan daerah secara maksimal. 
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4.3.3 Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode yang lebih panjang 
agar tren setiap tahunnya dapat tercakup dalam penelitian. 
4.3.4 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah atau wilayah 
penelitian, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan 
secara umum. 
4.3.5 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lainnya 
yang diduga memiliki pengaruh terhadap belanja modal, seperti luas 
wilayah, pajak daerah, dll. 
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